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LAMPIRAN 
Data Informan 

1. Informan Pertama (Pengadilan Negeri Makassar) 

Nama Narasumber : Maureen M.R. Luhulima, S.E., Ak. 

Umur   : 47 Tahun 

Jabatan   : Kasubbag Tata Usaha & Keuangan 

2. Informan Kedua (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX)  

Nama Narasumber : Muhammad Tang, S.S., M.Hum. 

Umur   : 48 Tahun 

Jabatan   : Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya 

3. Informan Ketiga (Dinas Kebudayaan Kota Makassar) 

Nama Narasumber : Syaifuddin S.S 

Umur   : 48 Tahun 

Jabatan   : PLT Kepala Museum Kota Makassar 

 

Pertanyaan Wawancara Kantor Pengadilan Negeri Makassar 

1. Berapa kali Kantor Pengadilan Negeri Makassar  dilakukan Pemugaran? 

Dan tahun berapa pemugaran dilakukan. 

2. Apakah dalam pelaksanaan pemugaran diawasi oleh instansi terkait 

3. Bagaimana kelengkapan surat perizinan pemugaran kepada pemerintah 

Kota Makassar 

4. Apakah terdapat kontra pada saat dilakukan pemugaran 

5. Bagian apa saja yang telah dipugar 

6. Apa yang melatarbelakangi sehingga pengadilan dilakukan pemugaran 

7. Kondisi apa yang terjadi sehingga pengadilan melakukan pemugaran 

8. Tujuan apa yang ingin dicapai dengan melakukan adaptasi sesuai dengan 

perkembangan masa kini 

9. Bagian mana saja yang dilakukan pemugaran dan adaptasi 

10. Bagaimana pandangan terkait pemugaran yang dilakukan di pengadilan, 

apakah puas atau tidak? 

 

Pertanyaan Wawancara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX (BPK) 

1. Bagaimana Kelengkapan Perizinan Pemugaran Kantor Pengadilan Negeri 

Makassar? 

2. Kendala serta pro dan kontra dalam proses pemugaran 

3. Apakah dalam proses pemugaran dilakukan Perekaman data? 

4. Apa saja kerusakan pada pengadilan sehingga dilakukan pemugaran? 

5. Apakah bahan yang digunakan dalam proses pemugaran menggunakan 

bahan yang sama dengan bahan yang lama? 

6. Apakah pemugaran dilakukan sesuai dengan pedoman pemugaran? 

7. Apakah pemugaran pada pengadilan mempertahankan keaslian bahan, 

bentuk, tata letak dan teknologi pengerjaan? 

8. Apakah sebelum pemugaran dilakukan studi kelayakan? 
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9. Apa saja yang melatarbelakangi sehingga dilakukan adaptasi di pengadilan 

10. Bagian mana saja yang telah dilakukan pemugaran dan adaptasi 

 

Pertanyaan wawancara Dinas Kebudayaan Kota Makassar 

1. Apakah ada koordinasi dari pihak Kantor Pengadilan Negeri Makassar 

maupun Balai Pelestarian Kebudayaan ke Dinas Kebudayan sebelum 

dilakukan pemugaran? 

2. Bagaimana peran dinas kebudayaan terhadap pemugaran Kantor 

Pengadilan Negeri Makassar? 

3. Bagaimana kelengkapan perizinan pemugaran Kantor Pengadilan Negeri 

Makassar ke Dinas Kebudayaan Kota Makassar 

4. Apakah Dinas Kebudayaan memiliki kontra terhadap pemugaran pada 

Kantor Pengadilan Negeri Makassar? 
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Administrasi Penelitian 
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